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Indonesia’s energy transition represents a strategic pathway to achieving regional economic

20'9,'2025 resilience amid global decarbonization pressures and declining dependence on fossil resources.
Revised: This study examines the relationship between renewable energy policy, fiscal capacity, and political
25-9-2025 commitment in shaping regional macroeconomic stability. Using a qualitative descriptive—
‘f‘gclegtzegés analytical approach, the analysis draws on official reports from the Ministry of Energy and Mineral

Resources, the Ministry of Finance, the National Energy Council, and institutional research
publications. The findings indicate that renewable energy development remains below national
targets, with uneven regional outcomes influenced by variations in fiscal strength and political
consistency. Regions with higher fiscal capacity and stable governance tend to demonstrate better
adaptability to energy transition policies, resulting in improved investment flows and economic
diversification. Conversely, areas with limited fiscal resources and fragmented policy commitment
experience slower transformation and weaker resilience. Strengthening local fiscal frameworks and
institutional alignment is crucial to ensure that renewable energy policy contributes not only to
national energy security but also to sustainable and inclusive regional economic growth.
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Akbstrak

Transisi energi Indonesia mewakili jalur strategis untuk mencapai ketahanan ekonomi regional di
tengah tekanan global untuk mengurangi emisi karbon dan penurunan ketergantungan pada sumber
daya fosil. Studi ini menganalisis hubungan antara kebijakan energi terbarukan, kapasitas fiskal,
dan komitmen politik dalam membentuk stabilitas makroekonomi regional. Dengan menggunakan
pendekatan deskriptif-analitis kualitatif, analisis ini mengacu pada laporan resmi dari Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Dewan Energi Nasional, dan publikasi
penelitian institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan
masih di bawah target nasional, dengan hasil regional yang tidak merata dipengaruhi oleh perbedaan
kekuatan fiskal dan konsistensi politik. Wilayah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi dan tata
kelola yang stabil cenderung menunjukkan adaptabilitas yang lebih baik terhadap kebijakan transisi
energi, yang menghasilkan aliran investasi yang lebih baik dan diversifikasi ekonomi. Sebaliknya,
wilayah dengan sumber daya fiskal terbatas dan komitmen kebijakan yang terfragmentasi
mengalami transformasi yang lebih lambat dan ketahanan yang lebih lemah. Penguatan kerangka
fiskal lokal dan keselarasan institusional sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi
terbarukan tidak hanya berkontribusi pada keamanan energi nasional tetapi juga pada pertumbuhan
ekonomi regional yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Kebijakan energi terbarukan, ketahanan ekonomi regional, kapasitas fiskal, komitmen
politik, transisi energi.

©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0
International License.
BY NG (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi regional yang
inklusif sambil merespon perubahan struktur global dan tekanan lingkungan yang semakin nyata
(Judijanto, 2025). Transisi energi terbarukan menjadi salah satu instrumen strategis agar ekonomi
daerah tidak hanya bertumpu pada sumber daya fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga dan regulasi
global (Setiartiti & Al-Hasibi, 2024). Namun, capaian energi terbarukan di Indonesia masih relatif
rendah jika dibandingkan dengan potensi yang tersedia, sehingga menimbulkan keraguan terhadap
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efektivitas kebijakan pemerintah. Misalnya, berikut ini data mengenai porsi energi terbarukan dalam
bauran energi primer dan kapasitas terpasang di Indonesia:

Tabel 1. Kondisi Energi Terbarukan Indonesia Tahun 2023

Indikator Nilai
Porsi energi terbamkan dalam bauran sekitar 12 % (2023)
primer
Pertumbuhan kapasitas terbarukan H1 2023 naik 0,15 GW menjadi 12,7 GW
Sumber: Climate Action Tracker (2023); OJK Keuangan Berkelanjutan (2023)

Ketahanan ekonomi regional menjadi isu kunci karena daerah-daerah di Indonesia memiliki
tingkat kerentanan yang berbeda dalam menghadapi guncangan ekonomi maupun perubahan kebijakan
energi nasional. Wilayah dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas dan komitmen politik lokal yang
lemah cenderung lebih sulit untuk memanfaatkan peluang dari kebijakan energi terbarukan dan berisiko
tertinggal dalam dinamika pertumbuhan. Di sisi lain, dengan dukungan kebijakan nasional yang tepat
dan alokasi fiskal yang memadai, transisi energi dapat memperkuat struktur ekonomi regional dan
meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal.

Kapasitas fiskal daerah mencakup kemampuan pemerintah daerah memperoleh pendapatan,
mengalokasikan anggaran, serta melakukan investasi publik yang mendukung transisi energi misalnya
melalui pembangunan infrastruktur energi terbarukan, subsidi lokal atau insentif fiscal
(Muharam, 2025). Data menunjukkan bahwa pembiayaan transisi energi di Indonesia masih terkendala
oleh skala investasi yang besar dan mobilisasi finansial yang relatif rendah, sehingga mempengaruhi
kecepatan dan besaran manfaat yang diterima daerah. Sebagai contoh, pengembangan energi terbarukan
memerlukan sinergi antara anggaran pusat, daerah dan investor swasta agar dapat memberikan dampak
ekonomi yang signifikan di level wilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa kapasitas fiskal yang
memadai, kebijakan energi terbarukan berpotensi gagal mendorong ketahanan ekonomi regional secara
optimal.

Komitmen politik baik dari tingkat nasional maupun daerah menjadi variabel kunci dalam
penerapan kebijakan energi terbarukan yang efektif, karena komitmen politik mempengaruhi
konsistensi regulasi, aliran investasi, dan koordinasi antar lembaga pemerintah (Smirnova, 2021).
Lembaga pemantau seperti Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa aspek
komitmen politik dan regulasi memperoleh skor rendah dalam kerangka kesiapan transisi energi
nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun potensi energi terbarukan besar, efektivitas
kebijakan masih dibayangi oleh ketidakpastian institusional dan regulasi yang berubah-ubah. Implikasi
ekonominya adalah bahwa daerah dengan kepemimpinan politik yang kuat dan regulasi lokal yang
mendukung akan lebih cepat menuai manfaat dari kebijakan energi terbarukan, sedangkan daerah yang
kurang memiliki kedua elemen ini akan tertinggal.

Transisi energi terbarukan menawarkan peluang ekonomi bagi wilayah-wilayah di Indonesia
dalam bentuk penciptaan lapangan kerja baru, diversifikasi sumber pendapatan daerah dan
pengembangan kluster industri hijau yang berbasis sumber daya lokal (Harsono, 2024). Sebagai
ilustrasi, studi oleh Rismanto (2024) menunjukkan bahwa pengembangan proyek energi terbarukan di
provinsi penghasil batu bara dapat menghasilkan ribuan lapangan kerja dan aliran investasi baru yang
signifikan. Namun realitas di lapangan memperlihatkan bahwa manfaat tersebut belum dirasakan secara
merata antar daerah karena perbedaan dalam kapasitas fiskal daerah dan tingkat komitmen politik lokal,
sehingga analisis ekonomi regional terhadap kebijakan energi terbarukan perlu mempertimbangkan
aspek mekanisme institusional agar tidak hanya melihat kebijakan sebagai variabel tunggal.

Adapun pengukuran ketahanan ekonomi regional dalam penelitian ini meliputi kemampuan
wilayah untuk mempertahankan atau mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja
dan menjaga stabilitas fiskal ketika menghadapi perubahan eksternal seperti fluktuasi harga energi atau
pergeseran regulasi global (Konorop, 2024). Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 34 provinsi
dan keragaman kondisi ekonomi-geografis, Indonesia menghadapi tantangan agar kebijakan nasional
dapat diterjemahkan secara efektif di setiap wilayah. Penelitian ini mengusulkan bahwa efek kebijakan
energi terbarukan terhadap ketahanan ekonomi regional tidak bersifat seragam tetapi dimoderasi oleh
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kapasitas fiskal dan komitmen politik daerah. Variabel-moderator ini penting untuk menjelaskan
mengapa ada daerah yang mampu membalikkan transisi energi menjadi kekuatan ekonomi, sementara
daerah lain mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran relatif.

Secara pemetaan empiris, data menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari target energi
terbarukan nasional meskipun potensi yang sangat besar, yang menimbulkan implikasi ekonomi bahwa
kebijakan energi terbarukan belum secara optimal mendorong pengembangan ekonomi regional.
Sebagai contoh, pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan 23 % dalam bauran energi primer
pada 2025, namun laporan menunjukkan bahwa pencapaian hingga 2022 hanya sekitar 11,5 %. Dari
sudut ekonomi regional, kondisi ini mencerminkan bahwa banyak daerah belum dapat memanfaatkan
transisi energi sebagai kesempatan pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi. Hal ini menjadi dasar
penting untuk menganalisis faktor-faktor institusional yang menjadi diferensiasi antar wilayah dalam
merealisasikan manfaat ekonomi dari kebijakan energi terbarukan.

Penelitian terdahulu seperti Yudiartono (2023) dan Herindrasti (2024) menitikberatkan pada
hubungan langsung kebijakan energi dan output ekonomi nasional, tetapi cenderung mengabaikan
dimensi regional dan mekanisme institusional seperti kapasitas fiskal dan komitmen politik daerah,
sehingga penelitian ini mengisi celah penting dengan menempatkan ekonomi regional sebagai unit
analisis serta mengeksplorasi bagaimana variabel institusional memoderasi efek kebijakan energi
terbarukan terhadap ketahanan ekonomi wilayah. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan kontribusi
empiris yang relevan untuk desain kebijakan yang lebih terarah pada kondisi lokal dan ketahanan
ekonomi wilayah. Keterbaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara kebijakan energi terbarukan,
kapasitas fiskal daerah, komitmen politik lokal, dan ketahanan ekonomi regional sebagai kerangka
analisis. Dengan mempertimbangkan urgensi transisi energi, tekanan global terhadap dekarbonisasi,
dan tantangan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia, maka penelitian ini diarahkan untuk
menjawab pertanyaan utama tentang “sejauh mana kebijakan energi terbarukan berkontribusi terhadap
ketahanan ekonomi regional di Indonesia dan bagaimana kapasitas fiskal serta komitmen politik
memoderasi kontribusi tersebut”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang berfokus pada
penelaahan mendalam terhadap kebijakan energi terbarukan dan implikasinya terhadap ketahanan
ekonomi regional di Indonesia tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.
Pendekatan ini dipilih karena isu transisi energi memiliki dimensi struktural dan kebijakan yang dapat
dikaji melalui analisis terhadap dokumen, laporan resmi, serta publikasi ilmiah yang kredibel. Penelitian
bertujuan mengidentifikasi pola hubungan antara kebijakan energi, kapasitas fiskal daerah, dan
komitmen politik yang terekam dalam berbagai sumber sekunder, seperti dokumen peraturan, laporan
kinerja pemerintah, serta hasil riset lembaga nasional maupun internasional. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti memahami fenomena secara komprehensif berdasarkan bukti empiris yang
telah terpublikasi tanpa perlu melakukan observasi langsung di lapangan.

Sumber data utama berasal dari laporan Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, serta publikasi riset dari Institute for Essential
Services Reform (IESR), Badan Pusat Statistik (BPS), dan jurnal ilmiah terindeks yang relevan dengan
ekonomi energi. Proses analisis dilakukan melalui analisis isi (content analysis), yang mencakup
kegiatan identifikasi, pengkodean, dan kategorisasi tema untuk menemukan hubungan logis antara
kebijakan energi terbarukan, kapasitas fiskal, dan ketahanan ekonomi daerah. Setiap dokumen dianalisis
secara sistematis dengan menelaah konsistensi kebijakan, tren capaian bauran energi, serta disparitas
antarwilayah dalam dukungan fiskal dan politik. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber
data, yaitu membandingkan berbagai dokumen resmi dan publikasi akademik guna memastikan akurasi
interpretasi serta keandalan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Energi Terbarukan dan Ketahanan Ekonomi Regional

Transformasi energi di Indonesia menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi
jangka panjang yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan dan stabilitas regional
(Fahrurrozi, 2025). Energi terbarukan dipandang sebagai instrumen strategis yang tidak hanya
memperkuat kemandirian energi nasional, tetapi juga menstimulasi aktivitas ekonomi baru di tingkat
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daerah. Realitas menunjukkan bahwa upaya tersebut masih menghadapi kesenjangan antara target dan
realisasi, terutama dalam kontribusi terhadap perekonomian wilayah. Untuk memberikan gambaran
makro, kapasitas dan porsi energi terbarukan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Energi Terbarukan Nasional, 2023

Indikator Nilai
Porsi energi terbarukgn dalam bauran energi 123 %
primer ’
Kapasitas terpasang energi terbarukan 13,33 GW
Produksi listrik energi terbarukan 69,04 miliar kWh
Target nasional energi terbarukan 2025 23 %

Sumber: Kementerian ESDM (2023); DEN (2024); TheGlobalEconomy.com (2024)

Kebijakan nasional mendorong peningkatan bauran energi bersih sebagai bagian dari strategi
jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Struktur ekonomi daerah
yang masih bergantung pada industri berbasis batubara dan minyak membuat proses transisi berjalan
lambat karena perubahan energi memerlukan penyesuaian besar terhadap basis produksi dan investasi
(Noreng, 2024). Daerah yang mampu mengalokasikan sumber daya publik secara efisien ke proyek
energi terbarukan cenderung menunjukkan stabilitas ekonomi yang lebih baik dalam jangka menengah
(Solangi & Magazzino, 2025). Keberhasilan ini umumnya ditentukan oleh kemampuan koordinasi
antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di tingkat daerah yang berkaitan langsung dengan struktur
ekonomi lokal.

Percepatan energi bersih membuka peluang penguatan basis ekonomi makro di wilayah dengan
sumber daya alam yang belum tergarap optimal (Yan, 2023). Pertumbuhan infrastruktur energi hijau
dapat menciptakan rantai nilai baru melalui penyediaan jasa, bahan baku, dan teknologi pendukung di
tingkat daerah (Nugraha, 2024). Peningkatan kapasitas energi terbarukan juga memberi stabilitas harga
energi yang berdampak pada daya saing industri domestik serta efisiensi biaya produksi. Namun
sebagian besar daerah belum mampu menyalurkan manfaat ini secara merata karena ketidakseimbangan
kesiapan fiskal dan kapasitas implementasi kebijakan.

Kinerja ekonomi regional di Indonesia menunjukkan variasi besar antarprovinsi, terutama pada
wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap ekspor komoditas fosil. Transisi energi memberikan
peluang untuk menekan fluktuasi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor tambang dan
meningkatkan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Wilayah dengan diversifikasi sumber energi
cenderung memiliki ketahanan fiskal yang lebih kuat karena tidak bergantung pada satu jenis komoditas
atau sumber penerimaan. Konsekuensinya, energi terbarukan menjadi variabel strategis dalam menjaga
kesinambungan pertumbuhan ekonomi makro daerah.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa investasi energi terbarukan di Indonesia pada
2023 mencapai sekitar USD 1,4 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tetapi masih jauh
di bawah kebutuhan pembiayaan nasional. Permintaan energi domestik terus tumbuh sekitar 4,5 % per
tahun, sedangkan kapasitas tambahan energi bersih belum mampu mengikuti laju tersebut. Kesenjangan
ini menandakan bahwa integrasi kebijakan energi dengan strategi pembangunan ekonomi regional
masih perlu diperkuat. Investasi yang terkonsentrasi di beberapa provinsi besar menyebabkan daerah
lain tertinggal dalam pembangunan infrastruktur energi hijau.

Penelitian dari Firmansyah (2022) menunjukan bahwa kontribusi energi terbarukan terhadap
produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat secara gradual pada wilayah yang memiliki proyek
pembangkit berskala besar. Dampak ini terlihat pada peningkatan aktivitas ekonomi sekunder seperti
transportasi, manufaktur komponen, dan jasa konstruksi yang mendukung pembangunan energi bersih.
Meski kontribusinya belum dominan, tren positif tersebut menunjukkan potensi energi terbarukan
sebagai faktor penstabil dalam sistem ekonomi regional. Keterlibatan sektor swasta dan mekanisme
pembiayaan hijau menjadi faktor tambahan yang memperkuat kesinambungan manfaat ekonomi jangka
Panjang (Masia & Mopangga, 2025).

Struktur pembiayaan energi di Indonesia masih ditopang oleh pendanaan publik, sementara
partisipasi investasi swasta belum mencapai proporsi yang diharapkan. Kondisi ini memunculkan
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tekanan terhadap kapasitas fiskal nasional yang berdampak hingga ke daerah, karena pemerintah daerah
bergantung pada dana transfer untuk membiayai proyek energi bersih. Ketidakseimbangan pembiayaan
tersebut menciptakan perbedaan kemampuan antardaerah dalam menyerap manfaat ekonomi dari
kebijakan energi. Peningkatan mekanisme kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga
keuangan menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan energi terbarukan terhadap
ketahanan ekonomi wilayah.

Pemerataan pembangunan energi terbarukan berhubungan erat dengan ketersediaan infrastruktur
energi dan jaringan distribusi antarwilayah (Lestari, 2021). Wilayah dengan akses infrastruktur lebih
baik memiliki peluang lebih besar untuk mengintegrasikan energi bersih ke dalam sistem ekonomi
regional. Sementara daerah terpencil menghadapi biaya distribusi yang tinggi dan keterbatasan akses
modal sehingga pengembangan energi hijau tidak mudah terealisasi. Tantangan ini menegaskan
pentingnya perencanaan nasional yang memperhitungkan kesenjangan infrastruktur sebagai faktor
makro dalam penguatan ketahanan ekonomi daerah.

Transformasi energi tidak hanya berdampak pada sektor energi itu sendiri, tetapi juga pada
stabilitas harga, neraca perdagangan, dan lapangan kerja di tingkat nasional. Daerah yang berhasil
menumbuhkan industri energi terbarukan memperoleh efek ganda terhadap pendapatan daerah dan
ketenagakerjaan (Wati, 2024). Penyerapan tenaga kerja hijau di sektor manufaktur dan konstruksi
memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi makro wilayah. Proses ini sekaligus
memperkuat basis fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor-sektor baru yang
tumbuh di sekitar ekosistem energi terbarukan.

Kebijakan energi terbarukan menempati posisi strategis dalam struktur ekonomi makro Indonesia
karena berperan ganda sebagai pendorong pertumbuhan dan stabilisator terhadap ketidakpastian global.
Diversifikasi energi yang dilakukan secara konsisten dapat menurunkan tekanan inflasi yang bersumber
dari volatilitas harga minyak internasional dan memperkuat posisi fiskal nasional. Daerah yang
beradaptasi lebih cepat terhadap kebijakan energi bersih menunjukkan ketahanan yang lebih baik
terhadap fluktuasi ekonomi nasional. Pola ini menunjukkan bahwa integrasi energi terbarukan ke sistem
ekonomi daerah bukan semata isu lingkungan, melainkan juga instrumen stabilisasi ekonomi jangka
panjang.

Kapasitas Fiskal dan Komitmen Politik dalam Transisi Energi

Kapasitas fiskal daerah berperan besar dalam menentukan sejauh mana kebijakan energi bersih
dapat dijalankan secara efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi regional (Amin, 2024).
Pemerintah daerah dengan sumber pendapatan stabil dan rasio belanja pembangunan tinggi memiliki
kemampuan lebih besar dalam mendanai proyek energi baru terbarukan. Variasi kapasitas fiskal
antardaerah menciptakan ketimpangan implementasi kebijakan yang berdampak pada kecepatan
transisi energi di tingkat nasional. Gambaran umum kondisi fiskal daerah dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 3. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah terhadap Belanja Daerah, 2023

Tanaman Nilai ICso (ng/mL) Kategori Aktivitas*
Poikilospermum suaveolens 20.44 Sangat kuat
(akar)
Curcuma longa (kunyit) 21,25 Sangat kuat
Curcuma xanthorrhiza
80,4 Kuat

(temulawak)
Sumber: Kementerian Keuangan RI, Kajian Fiskal Regional 2023

Perbedaan kemampuan fiskal berpengaruh langsung terhadap ruang kebijakan daerah dalam
mendukung investasi dan subsidi untuk proyek energi bersih. Daerah dengan rasio pendapatan tinggi
memiliki fleksibilitas anggaran yang memungkinkan mereka menyediakan dana pendamping bagi
proyek strategis nasional di sektor energi. Sebaliknya, daerah dengan pendapatan terbatas lebih
bergantung pada bantuan pusat, yang sering kali menimbulkan ketergantungan dan memperlambat
dinamika transisi energi. Ketimpangan fiskal ini menciptakan perbedaan tingkat kematangan ekonomi
makro daerah dalam menghadapi perubahan struktur energi nasional.
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Komitmen politik menjadi elemen pendukung utama karena menentukan arah dan konsistensi
pelaksanaan kebijakan energi di tingkat daerah. Pemerintah daerah yang menempatkan energi
terbarukan sebagai prioritas pembangunan cenderung lebih cepat mengadopsi kebijakan insentif dan
memperkuat kelembagaan lokal. Keterlibatan pemimpin daerah dalam agenda energi bersih sering kali
menjadi faktor pembeda antara wilayah yang progresif dan wilayah yang stagnan. Stabilitas politik dan
keberlanjutan kebijakan menjadi faktor tambahan yang memperkuat iklim investasi energi jangka
panjang.

Kapasitas fiskal dan komitmen politik saling melengkapi dalam membentuk kesiapan ekonomi
daerah terhadap perubahan struktur energi (Dalisawintri, 2025). Kombinasi keduanya menciptakan
sinergi antara sumber daya keuangan dan arah kebijakan yang konsisten. Wilayah dengan dukungan
fiskal kuat namun kepemimpinan politik yang lemah sering kali mengalami keterlambatan dalam
implementasi program energi. Sebaliknya, komitmen politik yang tinggi tanpa dukungan fiskal
memadai akan berakhir pada kebijakan simbolik tanpa hasil ekonomi yang berkelanjutan.

Daerah dengan keseimbangan fiskal yang sehat cenderung memiliki stabilitas ekonomi lebih baik
dalam menghadapi fluktuasi harga energi global (Febriansyah, 2025). Ketersediaan anggaran
pembangunan memungkinkan pemerintah daerah mempertahankan belanja produktif ketika pendapatan
energi turun. Kemampuan menjaga keseimbangan fiskal ini menjadikan energi terbarukan sebagai
instrumen stabilisasi jangka panjang. Daerah dengan kondisi fiskal rapuh lebih rentan terhadap tekanan
eksternal karena tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi makro
mereka (Zulaikah, 2025).

Transfer fiskal dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan dana bagi hasil energi
masih menjadi sumber utama pembiayaan di sebagian besar daerah. Ketergantungan tinggi terhadap
dana pusat mengurangi kemandirian fiskal, yang berimbas pada terbatasnya kapasitas investasi energi
bersih di tingkat lokal. Ketika sumber pendapatan daerah belum terdiversifikasi, kemampuan daerah
untuk berkontribusi terhadap transisi energi tetap terbatas. Reformasi pendapatan daerah menjadi
langkah penting agar daerah mampu mendanai agenda pembangunan energi tanpa tekanan anggaran.

Komitmen politik berperan tidak hanya pada perumusan kebijakan, tetapi juga dalam
memastikan implementasi yang transparan dan berkesinambungan. Pemimpin daerah yang konsisten
mendorong kebijakan energi bersih sering kali berhasil menarik dukungan dari sektor swasta dan
lembaga internasional untuk pembiayaan proyek strategis. Keberhasilan ini menciptakan efek berantai
terhadap ekonomi regional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kapasitas industri
pendukung. Nilai tambah ekonomi yang muncul memperkuat ketahanan fiskal dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah.

Sinergi fiskal dan politik menghasilkan hasil yang lebih stabil dibandingkan daerah yang hanya
bergantung pada satu faktor (Munawaroh, 2024). Ketika kebijakan energi dijalankan dalam kerangka
tata kelola fiskal yang sehat dan visi pembangunan yang konsisten, hasilnya terlihat dalam pertumbuhan
PDRB yang lebih berkelanjutan. Daerah seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Timur menunjukkan tren
positif dalam pemanfaatan energi terbarukan berskala regional berkat perencanaan fiskal yang disiplin
dan arah kebijakan yang jelas. Kombinasi tersebut memperlihatkan bahwa faktor institusional memiliki
posisi sentral dalam memperkuat ketahanan ekonomi makro daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah,
efisiensi belanja, dan kemitraan pembiayaan publik-swasta di sektor energi. Strategi ini memberi ruang
fiskal baru bagi daerah untuk membiayai proyek energi terbarukan tanpa menambah beban utang.
Implementasi tata kelola keuangan yang transparan juga memperkuat kepercayaan investor terhadap
stabilitas ekonomi daerah. Dalam jangka panjang, keseimbangan fiskal yang sehat akan menjadi
landasan bagi pertumbuhan hijau yang lebih inklusif.

Kapasitas fiskal dan komitmen politik merupakan fondasi bagi keberhasilan transisi energi di
Indonesia karena keduanya menentukan sejauh mana kebijakan energi bersih dapat diimplementasikan
secara nyata dan berkelanjutan. Daerah yang memiliki keunggulan pada dua aspek tersebut
menunjukkan daya tahan ekonomi yang lebih kuat serta kontribusi signifikan terhadap stabilitas
nasional. Pembentukan sistem fiskal yang adaptif dan kepemimpinan politik yang visioner menjadi
kunci untuk menjadikan energi terbarukan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi makro
daerah. Kombinasi keduanya mempertegas peran energi bersih sebagai motor pertumbuhan sekaligus
penopang stabilitas ekonomi jangka panjang.
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KESIMPULAN

Transformasi energi di Indonesia menunjukkan peran penting kebijakan energi terbarukan dalam
memperkuat struktur ekonomi regional, terutama ketika diintegrasikan dengan strategi pembangunan
dan pengelolaan fiskal daerah yang efektif. Hasil analisis memperlihatkan bahwa capaian energi
terbarukan nasional masih tertinggal dari target, namun di wilayah dengan kesiapan fiskal yang baik
dan koordinasi kebijakan yang stabil, transisi energi mulai memberikan kontribusi nyata terhadap
diversifikasi ekonomi dan stabilitas makro. Ketimpangan antarwilayah menegaskan perlunya
pendekatan kebijakan yang menyesuaikan kapasitas fiskal dan karakteristik ekonomi lokal agar manfaat
ekonomi dari energi terbarukan dapat dirasakan secara lebih merata.

Kapasitas fiskal dan komitmen politik terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan
implementasi kebijakan energi bersih di tingkat daerah. Pemerintah daerah dengan tata kelola fiskal
disiplin dan kepemimpinan politik yang konsisten cenderung lebih adaptif terhadap kebijakan nasional,
menghasilkan stabilitas ekonomi yang lebih kuat di tengah tekanan global dan fluktuasi harga energi.
Keberlanjutan transisi energi membutuhkan kombinasi kebijakan fiskal yang responsif, integrasi lintas
sektor, dan konsistensi politik jangka panjang. Tanpa dukungan dua faktor institusional tersebut,
kebijakan energi terbarukan berisiko kehilangan efektivitasnya sebagai penggerak pertumbuhan
ekonomi dan penopang ketahanan ekonomi regional.
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